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PERATURAN BUPATI TANJUN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

G JABUNG BARAT
NOMOR: 15~ TAHUN 2018

TENTANG
AKUNTABILITAS KINERJA

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM IOATEN
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB

Menimbang

Mengingat

TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mcnten.
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas:
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansl

doman pelaksanaan evaluasi sistem

Pemerintah, guna pe€ b
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan
bung Barat, maka perlu

Pemerintah Kabupaten Tanjung Ja

menetapkan  Peraturan ~ Bupati  tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas ~ Kinerja
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung

Implementasi

Jabung Barat.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi
Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun
Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan
mengubah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1956
tentang perubahan Daerah Otonom di Daerah Sumatera
Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
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. Undang-Undang Nomor

. Peraturan Pemerin

. Peraturan Pemerintah No

. Peraturan Pemerintah Nomor

182, Tambahan Lem
pagian
mor 3849) sebagl 2000 tentang

Tahun 1999 Nomor
Republik Indonesia No
dengan undang-undang
perubahan atas Undang-
tentang Pembentukan
Kabupaten Tebo, Kabupaten

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomo
i a Nomor 3969 ;

Lembaran Republik Indonest 5 T s Len@g
Negara Republik
an Lembaran

Nomor 14 Tahun

dang Nomor
& Kagbupatﬂﬂ Sa_rolang'llﬂ,
Muaro Jambi dan
paran Negara

(Lem
¢ 81, Tambahan

Pemerintahan Daerah (Lembaran e
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam87 g
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) gaim

telah beberapa kali diubah terakhir deng:;llagn}f;nfa
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perub o iy
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 B
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara c;; .
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar

blik Indonesia Nomor 5679);
e 7 tah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pemerintahan Antara Pemerintah,
ah Provinsi dan Pemerintaha-n

Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara %
Indonesia Tahun 0007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 47 37);
mor 6 Tahun 2008 tentang

ggaraan Pemerintah Daerah
donesia Nomor 48 5%

60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Pembagian Urusan
Pemerintahan Daer

Pedoman Evaluasi Penyelen
(Lembaran Negara Republik In

4890);
. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
pPembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2017 No mor 6 Tambahn Lembaran Daerah
Kabuapten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan  Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi Atas Implementasi  Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
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MEMUTUSKAN ;
AAN
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PE??SQ’?ANSI
EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KJNEI:{JKABUPATEN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTA

TANJUNG JABUNG BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerafl =
Pemerintahan Daerah yang memimpin

pemerintahan yang menjadi kewenangatl daerah otonom-

enyelenggaradn

RD menurut as

luas-luasny :
sebagaimana dimaksud

pemcrintaha.rl
gas

urusan
as otonomi dan tu

2. Pemerintahan Daerah adalah p
a dalam sisterm dan

oleh Pemerintah Daerah dan DP
pembantuan dengan prinsip otonomi se

prinsip Negara Kesatuan Republik Indone s.ia :
dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.

at yang

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat
as Intern pemerintah Kabupaten Tanjung

merupakan unsur Pengaw :

Jabung Barat yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab
Jangsung kepada Bupati Tanjung Jabung Barat.

5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung

Baratyang selanjutnya disebut APIP Kabupaten Tanjung Jabung

Baratadalah orang yang karena jabatan dan kedudukannya

melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah untuk dan atas nama Bupati Tanjung Jabung Barat.

6. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi

suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah
ditetapkan dan menentukan faktor-faktor —yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

7. Evaluasi Akuntabilitas ~ Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi
Perangkat Daerahyang selanjutnya disebut Evaluasi SAKIP OPD adalah
kegiatan evaluasi yang dilaksanakan oleh APIP Kabupaten Tanjung
Tanjug Barat terhadap Akuntabilitas Kinerja yang disusun dan
dilaporkan oleh masing-masing OPD dan Unit Kerja OPD kepada Bupati
Tanjung Jabung Barat.

8. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Organisasi Perangkat Daerahyang selanjutnya disebut
JUKLAK Evaluasi AKIP OPD adalah ketentuan yang berisi tentang
pcdorr{an dan tatacara mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi
Ee;;nntah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung
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9. Laporan Hasil Evaluasi yang gelanjutnya di

hasil pelaksanaan pengawasan intern ol¢

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

[nstan

kewajiban SU 7
jlan da

keberhasl e Jo0E

10. Akuntabilitas Kinerja si F’cnrlf:rintaI s
adalah perwujudan atu Inst

mcmpcrtanggungjawabkan .
misi organisasi dalam mencapal

ditetapkan melalui sistem pertangg!
tansi Pcmcrintah yang S°

11. Laporan Kinerja Ins
g berisi gambararl pe

adalah dokumen yan it
disampaikan secard sistematik dan melembaga- 534 S
12. Sasaran (target) adalah segala sesuatu ya.ng dtLLi’:alj :;:S;n
program atau keluaran yang diharapkan dari sua o
i i ole
13. Keluaran (output) adalah barang dan jasa yang dmf':lsﬂk:-:samn S st
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapalan ;
program dan kebijakan. '
ah segala sesuatu yang mencerminkan perfungsiny

14. Hasil (ou tcome) adal

Keluaran dari kegiatan- alam suatu prograri.

kegiatan d

Pasal 2

JUKLAK Evaluasi atas Implemcntasi SAKIP, digunakan

untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Peran
Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

sebagai acuan
gkat Daerah di

Pasal 3

JUKLAK Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah sebagaimana dim
dalam Lampiran yang merupakan ba

- pPasal 2 tercantum
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
Pasal 4

JUKLAK Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah dij
Evaluator yang berkaitan dengan :

aksud dalam
gian tidak

adikan panduan bagi

2 Pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup

evaluasi;

b. Pemahaman mengenai strate
dalam evaluasi;

c. Penetapan langkah-langkah kerja

evaluasi; dan
d. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan

hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.

gi evaluasi dan metedologi yang digunakan

yang harus ditempuh dalam proses
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Pasal 5
Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerj
dari APIP Inspektorat

a Instansi Pemcrintah
Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Tim evaluasi
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Pera - .
2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas KI‘IICI‘Ja
Daerah di Lingkun

Instansi Pemerintah Perangkat
Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabup:
Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuiya, memerintahkan pengundangan Peraturan
am Berita Daerah Kabupaten

Bupati ini dengan penempa
Tanjung Jabung Barat.

tannya dal

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 3| ™E 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

R

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 3\ mEl 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

AMBOK TUO

I
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LAMPIRAN o
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG B
NOMOR 'S TAHUN 2018

TENTANG
'PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM

AKUNTABILITAS KINERJA INSTA
LINGKUNGAN PEMERINTAH

JABUNG BARAT.

BAB1 PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
rupakan salah satu program

P tan akuntabilitas kinerja me€
o untuk

yang dilaksanakan dalam rangka reformast birokrasi

i ari KKN,
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pebas d

meningkatnya kualitas pelayanan - i
meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kkinerja  birokrast.
Penguatan  akuntabilitas i dilaksanakan dengan penerapan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
siden Nomor 29 Tahun

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pre

publik kepada masyarakat, dan

2014 tentang SAKIP.
Untuk  mengetahul sejauh ~ mana instansi pemerintah

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya
peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan
suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat
mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara
konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan
capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam
RPJMN/RPJMD.

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus dilakukan

dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu pedoman

evaluasi atas implementasi SAKIP yang dapat dijadikan panduan

bagi evaluator. Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP ini,

disusun sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Pedoman ini disusun dengan malksud untuk memberikan petunjuk
umum dalam rangka evaluasi atas implementasi SAKIP. Karena
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B e S

2 . Fhe cva.luaSi,
sifatnya umum, pedoman ini berisi tentang perencanadn

laporan evaluasi.
tasi SAKIP perlu diran
uk teknis pelaksanaan gy

setiap
pelaksanaan evaluasi, dan pe e .
cang desain

penugasan evaluasi atas implemen i

evaluasi tersendiri berupa petunj

memenuhi tujuan evaluasi yang ditetapkan.

B. Pengertian Evaluasi . i VAN
Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisls ¥

sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiash .
masalah yang ditemukan

an kinerja instansi/unit

dan pengenalan

permasalahan, serta pemberian solusi atas
untuk tujuan peningkatan akuntabilitas d
kerja pemerintah.

Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap

sistem yang ada, namun adakalanya evaluasi tidak dapat dilakukan
hanya dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem
informasi yang ada pada instansi. Data dari uar instansi/unit kerja
juga sangat penting sebagai bahan analisis. Evaluasi dapat
dilakukan dengan tidak harus tergantung pada kelengkapan dan
keakuratan data yang ada. Informasi yang memadai dapat i:
digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya |
perbaikan. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada
kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian,
hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan perbaikan
dapat segera dilakukan.

Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada

pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi
bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi
lebih persuasif, analitik, dan memperhatikan kemungkinan

penerapannya.

C. Tujuan Evaluasi
Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap
tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan
dan Sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna
hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang
diberi ~wewenang untuk melakukan  evaluasi, dengan
mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.
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. , : _aur SRESY adalah
Secara umum, tujuan evaluasi atas :mp]r:mt.ntus: SAK

untuk :
1. Memperoleh informasi tentang implement

2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk pening
SAKIP.
4. Memonitor tindak lanjut re
sebelumnya.
I

asi SAKIP.

katan implcmcnt;s.*'.i

Va]UﬂSi pcnr}dfj

komcndasi hasil €

D. Ruang Lingkup Bvaluast |
asi SAKIP meliputi kegiatan

Ruang lingkup evaluasi atas implement .
evaluasi terhad rja dan perjanjian kinerja
enerapan anggaran be pclaksanaan
an kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporar kinerja,
an kinerja. [nformasi kinerja yang
poran kinerja bukanlah satu-

ap perencanaan kine
rbasis kinerja,

termasuk P
program d
evaluasi internal serta pencapai
dipcrtanggungjawabkan dalam la
satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi,
akan tetapi juga termasuk berbagai hal (imowledge) yang dapat

dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan

instansi.
Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implcmcntasi

SAKIP mencakup:
1. Penilaian terhadap P
dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran
adap penyajian dan pengungkapan informasi

=5 2. Penilaian terh
kinerja;
terhadap program dan kegiatan; dan

erencanaan strategis, termasuk di
kinerja;

3. Evaluasi
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang
bersangkutan.

Untuk keberhasilan pelaksanaarn evaluasi, terlebih dahulu

perlu didefinisikan kepentingan pihak-pihak pengguna

TS
W N e s o

informasi  hasil evaluasi. Informasi yang dihasilkan dari suatu

evaluasi yang dapat diakses antara lain mencakup:

1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/
perkembangan (progres);

2. Informasi untuk membantu agar kegiatan tetap berada dalam
alurnya; dan

3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi.
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lingkup

Pertimbangan utama dalam menentukan ruang
evaluasi terhadap kebijakan, program, atau kegiatan pemerintal
adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan didukung oleh sumber
daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsckuensi 10815
karena adanya keterbatasan sumber daya.

ah di tingkal

arat selaku Kepala Daer
hui sampai seberapa jauh

gkat akuntabilitas |

Bupati Tanjung Jabung B

Pemerintah Kabupaten perlu mengeta

pengaruh implementasi gSisten AKIP terhadap tin

dan capaian kinerj
ud tersebut, pelaksanaan ev

mencapai maks
Jabung

lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung
bagian yang inherent dengan Sistem

dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Untuk mengetahui sejauhmana OPD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten  Tanjung Jabung Barat melaksanakan dan |
memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong

adanya peningkatan kinerja OPD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu dilakukan suatu
pemeringkatan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut.
Pemeringkatan ini diharapkan dapat mendorong OPD di lingkungan 3
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk secara
konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan
kinerja (hasil) organisasinya sesuai dengan Yyang

Barat sebagai

capaian
diamanahkan dalam RPJ MD.
Pelaksanaan evaluasi SAKIP OPD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, haruslah dilaksanakan secara
terarah dan terukur dengan baik. Untuk itu diperlukan adanya
petunjuk pelaksanaan evaluasi SAKIP OPD yang dijadian panduan

bagi evaluator.
Entitas akuntabilitas yang dievaluasi adalah seluruh OPD di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak
32 (tiga puluh dua) OPD, yang terdiri dari :

2 (dua) dalam bentuk Sekretariat;

1 (satu) Inspektorat;

22 (dua puluh dua) dalam bentuk Dinas;
4 (empat) dalam bentuk Badan;

13 (tiga belas) Kecamatan

e« & ® o @
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BAB IL. PERENCANAAN EVALUASI SEC

engan perubahafl

pat berubah seiring d
tah Kabupaten

Dengan ketentuan akan da
merin

organisasi Perangkat Daerah di lingkungan P¢

Tanjung Jabung Barat.

A. PENUGASAN
, pupaten
1 Evaluasi SAKIP OPD di lingkungan pemerintab K275
t Kabupaten

g Jabung Barat gilaksanakan oleh inspektord

Tanjun
Tanjung Jabung Barat;

Tanjung
jawab tersebut

Jabung Barat untuk melaksanakan
bentuk Tim Ev

2. Inpektorat Kabupaten
uruh OPD

tugas dan tanggung
berdasarkan pembagian habis tu

yang akan dievaluasi.

mem

gas-tugas kepada sel

B. SISTEMATIKA
Sistematika Juklak Evaluasi lingkungan

pupaten Tanjung Jabun

gakip OPD  di
g Barat terdiri dari 5

pemerintah Ka
(lima) BAB, yaitu :

BABI PENDAHULUAN

BAB Il PERENCANAAN EVALUASI

BAB III PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP
BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN—LAMPIRAN

ARA UMUM

A. Desain Evaluasi

perlu diperhatikan beberapa kendala

Dalam melakukan evaluasi,
evaluator.

yang secara umum dihadapi oleh

(constraint)
ala tersebut adalah waktu, dana, orang/personil yang

Kendala- kend

kompeten dalam melakukan evaluasi, lokasi, dan fasilitas yang

mendukung pelaksanaan evaluasi. Persiapan yang matang sebelum
melaksanakan evaluasi dapat dilakukan dengan menyusun desain

yang baik agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar

evaluasi
dan berhasil.
Desain evaluasi merupakan kegiatan yang pada intinya
mengidentifikasikan:
L L : i
Jenis informasi evaluasi yang perlu disesuaikan dengan
i : :
juan evaluasi, misalnya: deskripsi, pertimbangan
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profesional (judgement), dan interpretasi;

2. Jenis pembandingan yang akan dilakukan, gesuai dengan
jenis evaluasi (evaluasi kelayakan, evaluasi efisienst,
jenis

masing memerlukan

evaluasi efektivitas) yang masing-
rlukan desain yang

pembandingan yang berbeda, sehingga meme

berbeda.
Elemen-elemen desain yang h
sebelum pengumpulan informasi adalah:

1. Jenis informasi yang akan diperoleh;
(misalnya, tipe responden);
am me

dan ‘

arus dipertimbangkan secara spesifiK

2. Sumber informasi :
lakukan uji petiK ‘

3. Metode yang akan digunakan dal

(misalnya, random sampling);
4. Metode pengumpulan informasi (misalnya, struktur wawancara
dan pembuatan kuesioner);
5. Waktu dan frekuensi pengum
6. Dasar untuk membandingkan hasil
program (untuk pertanyaan tentang damp

sebab-akibat); dan
7. Analisis perencanaan.
Kegiatan penyusunan desain
menentukan metodologi evaluasi

1. Metodologi Evaluasi
Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi

SAKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan
yang telah ditetapkan  dan

dengan tujuan evaluasi
mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator

perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang
digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini
diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil
evaluasi yang memberikan petunjuk  untuk perbaikan
mentasi SAKIP dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

dengan atau tanpa

pulan informasi;
ak atau hubungan I

evaluasi pada akhirnya akan
dan teknik evaluasi.

5 P —
e Sseweese L

imple
Instansi Pemerintah.

2. Teknik Evaluasi
Berbagai teknik evaluasi yang digunakan oleh evaluator

tergantung pada:
a. Tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan bidang

(content), permasalahan yang dievaluasi.
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dengan

1)Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda
evaluasi pada tingkat pelaksanaan program.
2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program

dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
gkin dapat diperolch.

an, namun yang

perbeda pula

b. Validitas dan ketersediaan data yang mun
Berbagai teknik evaluasi dapat digunak
terpenting adalah dapat memenuhi
Teknik-teknik  tersebut antara lain

tujuan evaluasi.
adalah telaah |

sederhana, survei se

mendalam, verifikasi
berbagai analisis dan pengukuran, survei farg
e statistik, metode statistik non-
gan (benchmarking), analisa lintas
alisa kronologis (time series
ata dengan

et evaluasi

(target group), metod
pa.rametrik, pemba.ndin
bagian (cross section analysis), an

analysis), tabulasi, penyajian pengolahan d

grafik/ icon/simbol- simbol, dan sebagainya.
B. Pengorganisasian Evaluasi :
merupakan aktivitas yang dimulai

Pengorganisasian evaluasi
bertujuan untuk

sebelum  pelaksanaan evaluasi  yang
mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam melakukan |
evaluasi.
Secara garis besar, kegiatan pengorganisasian evaluasi ini meliputi
kebutuhan sumber daya manusia evaluator, perencanaan evaluasi,
pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan evaluasi.
1. Kebutuhan SDM Evaluator
Hal terpenting dalam pelaksanaan evaluasi adalah ketersediaan
SDM sebagai evaluator. Kualitas SDM evaluator menjadi pemicu
utama keberhasilan pelaksanaan evaluasi yang berkualitas.

Persyaratan evaluator mencakup:

a) Telah mengikuti pelatihan/ bimbingan teknis tentang SAKIP;

b) Telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP.

Kedua jenis persyaratan tersebut dapat ditunjukkan dengan
adanya sertifikat telah mengikuti pelatihan atau setidaknya
surat tugas untuk mengikuti (dan telah mengikuti) kedua
pelatihan tersebut. Dalam hal kedua persyaratan tersebut
sudah terpenuhi, maka evaluator yang ditugaskan untuk
melakukan evaluasi SAKIP (mulai dari anggota tim sampai
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dengan penanggung jawab evaluasi) telah mengikuti pelatihan di

kantor sendiri (in house training) di masing-m

2. Perencanaan Evaluasi
akan bagian yang penting dalam

hasilan dalam me€
anaan ¢V

Perencanaan evaluasi merup

proses evaluasi, karena keber
tung kepada perenc

jaksanakan
i. Di
evaluasi sangat tergal aluasi

samping itu, perencanaan :
evaluasi akan memberikan kerangka kerja {framework) bag!
seluruh  tingkatan manajemen pihak evaluator dalam

melaksanakan proses evaluasi. ‘
Secara  garis  besah terdapat  beberapd hal penting

dalam merencanakan evaluasi, yaitu:

a. Pengidentifikasian pengguna hasil evaluasi,

b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting,
c. Pengidentifikasian informasi yang akan dihasilkan
dengan pihak yang

, dan
d. Sistem komunikasi terkait dalam

kegiatan evaluasi.
implemcntasi SAKIP dapat

Perencanaarn evaluasi atas
dikategorikan ke dalam berbagai
a. Evaluasi Sederhana (desk evaluation),

dilakukan di kantor tanpa menguji kebenaran dan pembuktian
telaahan  atas SAKIP  (reviu

tingkatan evaluasi, yaitu:
yaitu evaluasi yang

di lapangan, reviu, dan

dan Laporan Kinerja). Evaluasi ini

dokumen Renstra
meliputi evaluasi atas pengungkapan dan penyajian

misalnya: keselarasan antar

dapat
informasi dalam Laporan Kinerja,
komponen dalam perencanaan strategis, logika  program,

dan logika strategi pemecahan masalah yang
direncanakan/diusulkan.

b. Bvaluasi terbatas, misalnya untuk mengetahui kemajuan
dalam implementasi SAKIP atau untuk mengevaluasi
akuntabilitas kinerja instansi/unit kerja yang terbatas pada
penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja program
tertentu. Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah evaluasi
sederhana ditambah berbagai konfirmasi dan penelitian
pengujian, dan penelitian terbatas pada program/ kegiataI;
tertentu.
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c. Evaluasi Mendalam (in-depth evaluation —atau dis i
: : .« g, dan U

evaluasi saja), sama sepertl evaluasi pada butif a

e i tan
ditambah pengujian dan pembuktian di lapangan tentané

Kinerja.
beberapa  hal yang dilaporkan dalam Laporan 1 :J ;
: u
Walaupun evaluasi ini tidak dilakukan terhadap 5".
dan kegiatan

elemen, unit, atau kebijakan, program, |
petik (samplmg]

i Laporall
pemilihan beberapa elemen yang dilaporkan dalam Lapo

Kinerja  dapat dilakukan ~ pengujian
secara lebih mendalam.

4, Pengendalian Evaluasi
Pengendalian evaluasi dimaksudkan

¢ gk atau
instansi/unit kerja, pnamun dart uji

dan pembukt.ian

N e Al
- .

untuk menjaga agar
ncana. Kegiatan ini

dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada kesimpulan

evaluasi berjalan sesuai dengan T¢

yang bermanfaat, sesuai dengan target,
tepat biaya. Mekanisme pengendalian
antara lain sebagai berikut:

4. Melakukan  pertemuan :
tim pelaksana evaluasi (misalnya mingguan, dua

berkala antara antara

sesama
mingguan, atau bulanan).

b. Melakukan pertemuan dengan pihak lain yang terlibat
dalam evaluasi (misalnya pengendali teknis, pengendali
mutu, dan penanggung jawab evaluasi).  Biasanya
frekuensi ~pertemuan dengan pelaksana evaluasi lebih
sering dibandingkan ~dengan pertemuan dengan pihak
yang lebih tinggi di luar pelaksanan evaluasi.

Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian evaluasi, seperti: penanggung jawab evaluasi,
mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil
evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan
oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur
dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian

maka dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil

evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:

a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator
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oleh supervisor tim.
b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam be
khusus untuk menentukan pemerin

tuan kategori (rating) hasil evaluasi.
EMENTASI SAKIP OFD

BAB III PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPL

A. Survei Pendahuluan
Manfaat Survei Pendahuluan

endahuluan dilakukan untu
umum  menge

ntuk forum panel,

gkatan nilai dan

penen

Survei P x memahami dan
- . 't
mendapatkan gambaran nal kegiatan/unt

yang akan dievaluasi.

i in adalah
ain 2

Tujuan dan manfaat survei pendahuluan antara |

untuk: '

a. Memberikan pem tansi/unit kerja
yang dievaluasi.

b. Memberikan fokus

atian dalam evaluasi, dan

ahaman mengenal ins

kepada hal-hal yang memerlukan i

perh
c. Merencanakan dan mengorgani
5. Jenis data dan Informasi yang

Pendahuluan
Sesuai dengan
beberapa data/ informasi yang diharapkan
mengenai:

a. Tugas, fungsi, dan kewenangan
b. Peraturan perundangan yang

sasikan evaluasi.
Dikumpulkan pada Survei

tujuan dan manfaat survei pendahuluan,

diperoleh antara lain

instansi/unit kerja;
berkaitan dengan

instansi/unit kerja;

Kegiatan utama instansi/unit kerja;
_ Sumber pembiayaan instansi/unit kerja;
Sistem informasi yang digunakan;

Keterkaitan  instansi/unit kerja

S

o

" )
E
S Dot L

atau  instansi/unit

e |

kerja atasannya;
Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja,
serta Perjanjian Kinerja yang dimiliki

Rencana Kerja
dan Anggaran,
instansi/unit kerja atau instansi/unit kerja atasannya;

h. Laporan Kinerja instansi/ unit kerja;

i Sistem pengukuran kinerja dan manajemen  kinerja
pada umumnya;

j. Laporan Keuangan dan pengendalian; serta

i |
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mn a,

Dalam tahapan surye
Survel pen
tidak te Pendahuluan para evaluator hendaknya

tjebak

w1 pada Pengumpulan data yang mendetail, karena

asa .
YA survei  pendahuluan dititikberatkan untuk

memahami {ung
ML Instansi/unit kerja yang akan dievaluasi secara
hasilnya digunakan sebagai data awal dalam

mer:
encanakan atay melakukan kegiatan evaluasi.

umum  dan

3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Survei Pendahuluan
Pengumpulan data dan informasi pada survei pendahuluan dapat
dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui angket
(kuesioner), wawancara, observasi, studi dokumentasi, atau
kombinasi diantara beberapa cara tersebut. Sedangkan teknik
analisis data antara lain: telaahan sederhana, berbagai analisis
dan pengukuran, metode statistik, pembandingan, analisis logika
program dan sebagainya.

a. Kuesioner merupakan teknik pcngumpulan
data/informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar
pertanyaan yang akan diisi oleh instansi/unit kerja secara
mandiri. Daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam angket
dapat bersifat terbuka maupun tertutup. Pertanyaan terbuka
merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya tidak

disediakan, sehingga responden secara mandiri mengisi

jawabannya. Pertanyaan tertutup merupakan bentuk
pertanyaan yang jawabannya telah disediakan, sehingga
tinggal memilih jawaban yang telah disediakan.

b. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data dan
informasi yang dilakukan dengan pengajukan pertanyaan
secara langsung kepada responden, dan jawaban yang
diterima dari responden dicatat secara langsung. Dalam hal
ini, seorang pewawancara sebaiknya menyiapkan terlebih
dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi
yang akan ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus
dipersiapkan oleh pewawancara adalah sikap, penampilan
dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama
dengan calon responden. Untuk itu seorang pewawancara ’
hendaknya  bersikap netral dan tidak berusaha
untuk mengarahkan jawaban atau tanggapan responden.

[
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c. Observasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi

d.

Dokumen yang digunakan dalam tahapan survei d

catatan, laporan, maupun informasi lain yang ber.

dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan suatu

organisasi. Observasi dalam pengertian sempit, yAIt!
observasi dengan menggunakan alat indera seperti
alannya

mengunjungi lokasi rangka mengamati proses dan j
kegiatan.

Studi Dokumentasi merupakan teknik mengumpulan data
langsung ditujukan

kepada instansi/unit kerja dan organisasi yang dievaluast

dan informasi  yang tidak secara

apat berupd
Kkaitan dengan

instansi/unit kerja yang dievaluasi.

B. Evaluasi Atas Implementasi Sakip
|. Evaluasi atas komponen SAKIP
Evaluasi atas jmplementasi SAKIP difokuskan pada kriteria-
kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil
evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya, maka isu-

isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi atas
implementasi SAKIP adalah sebagai berikut:

a.

|nstansi pemerintah/unit kerja/OPD dalam  menyusun, mereviu  dan

menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil;

_ Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data

kinerja;

¢. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja;

_ Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja

pelaksanaan program, khususnya program strategis;
Keterkaitan ~ diantara seluruh komponen-komponen
perencanaarn kinerja dengan penganggaran, kebijakan
pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;

Capaian kinerja utama dari masing-masing Instansi
pemerintah/unit kerja/OPD;

. Tingkat implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit

Kerja/OPD;

_ Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi

hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi
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BABV PENUTUP

Evaluasi atas Implementasi SAKIP merupakan bagi :
manajemen instansi pemerintah. Dengan ditetapkannya FECEEEEEE
Evaluasi ats Implementasi SAKIP, diharapkan para evaluator
mempunyai acuan yang sama dalam melaksanakan evaluasi. I'~h=‘l.rrmlf1
demikian, diharapkan para evaluator juga dapat menggunakan inovasi-
inovasi baru dan mengembangkan secara terus mEnerus dalam
melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP. :
Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi atas imPleﬂ'.len“i‘s‘
SAKIP diharapkan dapat mencapai tujuan dari SAKIP itu sendiri, yaitu
meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya
akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

2l

SAFRIAL
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